
GUBERNT'R LAMPTING

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN2O2l

TENTANG

PENERIMAAN PESR,TA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENET{GAH ATAS
DAN SET(OI"AH MENENGAH KEruRUAN SERTA PENDIDII{AN I{HUSUS

DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUI{G,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor I Tahun 2O21
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta
Pendidikan Khusus perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Lampung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung;

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor A2, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 20O5 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7 . Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 20 10 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51O5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2OlO tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ll2,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1

Tahun 2O2l tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Taman Kanak-kanak, Sekol.ah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2027 Nomor 1591).



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Gubemur adalah Gubernur L,ampung.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikar dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.

6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah
Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di
Provinsi Lampung.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

8. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat
SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan menengah sebagai
lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama/ setara SMP atau MTs.

9. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya
disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SMP atau
MTs.

10. Penerima Paserta Didik Baru, yang selan jutlya
disingkat PPDB, adalah penerima peserta didik baru
pada Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah
Kejuruan.

Ll.ljazah adalah surat pemyataan resmi dan sah yang
menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari
sekolah.
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12. Sertiftkat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat
keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian Standar
Kompetensi Lulusan.

13. Nilai Ujian Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disingkat NUS/ M adalah
hasil ujian sekolah/madrasah yang dicantumkan dalam ijasah atau Surat
Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/ M).

14. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah hasil Ujian
Nasiona-l yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)
atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).

15. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam
melaksanakan proses belajar mengajar pada satu rrang belajar.

16. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu
sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik
dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya
bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara
online.

17. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai
dengan kebutuhan dal persyaratan yang telah ditetapkan.

18. Orang tua/ wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena
kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta
didik/ siswa.

19. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima Sekolah
sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di Sekola.

20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada
satuan kelas dalam satu Sekolah.

Pasal 2

(1) PPDB dilakukan secara:
a. objektif;

b. transparan;

c. akuntabel.

(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan tanpa diskriminasi
kecuali bagisekolahyang secara khusus dirancang untuk melayani peserta
didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Gubemur ini bertqjuan:

a. menjadi pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB; dan

b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesahr

Persyaratan

Pasal 4

(1) Calon peserta didik baru kelas l0 (sepuluh) SMA atau SMK harus
memenuhi persyaratan:
a. berusia paling tinggi 2l (dua puluh satu) tahun pada tanggal I Juli

tahun berjalan; dan
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b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang
sederajat.

(2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian
tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam
penerimaen peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

(1) Persyarata usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,
dibuktikan dengan:

a. akta kelahiran; atau

b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain
yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

(21 Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan
untuk sekolah dengan kriteria:

a. menyelenggarakan pendidikan khusus;

b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; darr

c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 6

(1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau
warga negara asing untuk kelas l0 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari
Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib mendapatkan surat
rekomendasi izin belajar.

(21 Permohonan surat rekomendasi bin belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada:

a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik
SMA; dan

b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon
peserta didik SMK.

(3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta
didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa
Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh
Sekolah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai
sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 7

Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari syarat
usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengal Pasal 5.
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/) Bagian Kedua

.Ialur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
a. zonasi;

b. afirmasi;

c. perpindahan tugas orang tua/ wali; dan/ atau

d. prestasi.

Pasal 9

(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,
paling sedikit 5oo/o (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

(2) Jalur afirmasi sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf b,
paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.

(3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung
sekolah.

(a) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3), Sekolah dapat menambah kuota jalur prestasi sebagaimana
dimaksud Pasa-l 8 ayat (1) huruf d.

Pasal 10

(1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dikecualikan untuk;
A. SMK;

b. Satuan Pendidikan Keda Sama;

c. Sekolah Indonesia di luar ncgcri;

d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;

e. Sekolah yang menyelcnggarakan pendidikan layanan khusus;

f. Sekolah berasrama;

g. Sekolah di dacrah tcrtinggal, tcrdcpan, dan tcrluar; dan

h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat
rrremenuhi ketentLran jurnlah peserta didik dalarn 1 (satu) Rombongan
Belajar.

(2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, hunrf e, humf f, huruf g
ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangan dan dilaporkan kepada:

a. direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini,
Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran
PPDB SD, SMP, dan SMA; dan

b. direlrhrr jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon
peserta didik SMK.

I
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Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 1 1

(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a
diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi
yang ditetapkan Pemerintah Daerah. (sebagaimana terlampir).

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan alamat pada kartu kelurga yang diterbitkan paling singkat I
(satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.

(3) Dalam hal karnr keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki
oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka daPat diganti dengan
surat keterangan domisili.

(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam; dan/atau
b. bencana sosial.

Pasal 12

(1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3)

diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang
dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat lain yang berwenang.

(2) Sekolah keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah
berdomisili paling singkat I (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan
domisili.

(3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau
surat keterangan domisili dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota yang sama
dengan sekolah asal.

Pasal 13

(1) Calon pesert.a didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran ppDB
dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

(2) selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan
domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik
dapat melakukan pendaftaran PpDB melalui:
a, jalur afrrmasi; atau
b. jalur prestasi

di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi
persyaratan.

Pasal 14

(1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangalnya, dengan prinsip mendekatkan
domisili peserta didik dengan Sekolah.

(2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus
memperhatikan:
a. sebarar sekolah;

b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan

c. kapasitas daya tamping sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan
jumlah anak usia pada setiap jenjang di sekolah tersebut.
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(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan
wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi
dengan jenjang pendidikan.

(4) Dinas pendidikan memastikan semua Sekolah telah menerima
didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

semua
sesuai

peserta

(5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum
pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

(6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau
kelompok ke{a kepala Sekolah.

(7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau
kabupaten/kota, penetapan wilayah z,onasi pada setiap jenjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan berdasarkan
kerjasama antar Pemerintah Daerah.

(8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib
dilaporkan kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis kementerian yang
membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3

Jalur Alirmasi

Pasal 15

(l) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru

a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan

b. penyandang disabilitas.

(2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang
berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

(3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur alirmasi
melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan pemerintah daerah
setempat, maka penentrran peserta didik dilakukan dengan memprioritaskarr
jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat sekolah.

Pasal 16

(1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana
dimaksud dalam pasd 15 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:

a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga
tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

b. surat pernyataan dari orang hra/wali peserta didik yang menyatakan
bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti
keikutsertaan dalam program penangaran keluarga tidak mampu.

(2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsu€rn bukti keikutsertaan peserta didik
dalam program penangenen keluarga tidak mampu sebagaimana dimakeud
pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib
melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil
verifrkasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan
keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tlrgas Orang Tua/Wali

Pasal 17

(1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
a. instansi;
b. lembega;

c, kantor: atau

d. perusahaan yang mempekerj akan.

(2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahal tugas orang tua/wali,
maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah
tempat orang tua/wali bertugas.

(3) Penentuan pesefta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali di
prioritaskarr pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat
dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 18

(l) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf d ditentukan berdasarkan:
a. rapor yang disertai dengan surat keterangar peringkat nilai rapor peserta

didik dari sekolah asal, dengan ketentuan:

l. peringkat 1 sampai dengan 10 untuk akreditasi A;

2. peringkat 1 sampai 5 untuk akreditasi B; dan/ atau

3. peringkat 1 untuk akreditasi C.

b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

(2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai
rapor pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima).

(3) Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayal (21 meliputi nilai pengetahuan
pada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, serta ilmu pengetahuan
alam atau ilmu pengetahuan sosid.

(4) Nilai pengetahuan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau ilmu
pengetahuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan
jurusan yang dipilih.

(5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun
sejak tanggal pendaftaran PPDB.

(6) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai
sanksi sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan.

-9-



Dalam proses PPDB untuk
kemampuan akademik.
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Pasal 19

SMA tidak menggunakan ujian tertulis atau

Bagian Ketisa
Pelaksanaan PpDB

Paragraf 1

Tahap Pelaksanaan ppDB

Pasal 2O

(1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru;
b. pendaftaran;

c. seleksi sesuai dengEul jalur pendaftarau

d. pengumuman penetapan peserta didik banr; dan
e. daftar ulang.

(2) Dalam tahapan pelaksanaan ppDB sebagaimana dimaksud pada ayat (l):
a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima

bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya.

b. sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dilarang:
1. melakukan pungutan dan/ atau sumbangan yang terkait dengan

pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan

2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu
yang dikaitkan dengan PPDB.

(3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

Paragral 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 21

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik barr
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) huruf a dilakukan
dilakukan secara terbuka.

(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan
oleh Pemerintah Daerah untuk:
a. Sahran Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan

b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima
dana BOS.

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik dilaksanakan
paling lambat minggu perta-ma bulan Mei.

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik bart paling
sedikit memuat informasi sebagai berikut:

a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;

b. tanggal pendaftaran;
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c' jalur pendaftaran yang terdiri dari jarur zonasi, jarur alirmasi, jalurperpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur piestasi;
d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1O (scptrluh) SMAatau SMK sesuai dengan data Rombongan nela.lar dalam Oaf,oditr; aan
e, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi ppDB.

(5) P.engumuman pendaftaran penerimaa, calon peserta didik barudisampaikan melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasd22

(1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud daram pasal 20 ayat (1) hurufb dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jar;;;ri -1aaring1

dengan mengunggah dokumen yang dibutuhka. 
"""rr"i J.rig"r, -p.r"y.r.a..,

ke laman pendaftaran ppDB yang telah ditentukan.
(2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menjadi tanggung jawabpemerint L O"..air.
(3) Dalam har tidak tersedia fasilitas jaringan, maka ppDB dilaksanakan

melalui mekanisme luar jaringan (luringy dengan melarnpirkan fotokopi
dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 23

(l) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas kelas 10
(sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal
terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

(2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan daya
tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua
berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

(3) Seleksi jalur afirmasi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan
apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon
peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

(4) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian
kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi
dilakukan berdasarkanjarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

(5) Seleksi jalur prestasi akademik berdasarkan perangkingan akurnulasi nilai
rapor ditentukan berdasarkan nilai semester 1 (satu) sampai dengan
semester 5 (lima) pada mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
matematika serta ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

(6) Dalam hal seleksi jalur prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) melebihi kuota dan hasil perangkingan sama, seleksi dimaksud
dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;

(7) Seleksi jalur prestasi lomba akademik dan non-akademik berdasarkan
pembobotan skor prestasi, dan terdapat skor yang sama pada peringkat
terakhir, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat
ke sekolah.
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(8) Pembobotan skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam la-mpiran I Peraturan Gubemur ini.

Pasal 24

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas l0 (sepuluh) SMK tidak
menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8.

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas lO (sepuluh) SMK dengan
mempertimbangkan nilai rapor.

(3) Selain mempertimbangkan nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat
(t), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang

dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan
institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/ atau

b. hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun
non-alademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat Internasional,
tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/ kota.

(4) Dalam hal hasil rapor dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang
berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/ kota yang sarna
dengan SMK yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon
peserta didik yang melebihi daya tamPung, maka Sekolah wajib
melaporkan ke lebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas
pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wqiib menyalurkan
kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.

(3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama
sebagaimaaa dimaksud pada ayat (2\ tidak tersedia, Peserta didik
disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.

(4) penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah pemerintah qaerah lain yang' ' ter&kat sebagaimana pada ayat (3) dilakukan melalui Ke{asama antar
pemerintah daerah.

(5) Penyaluran peserta didik ke Sekolah di luar zonasi atau di wilayah
' ' 

Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud Pada ayat (3)

dapat melibatkan s"tuat pendidikan yang diselenggarakan oleh
;;"y"tJ;i;".r^i k.it .ia yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah'

(6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sampai
'-' ;;,,*;iai dilakukan sebelum pittgrr*,,*at' penetaPan hasil proses seleksi

PPDB.

(7)DalampelaksanaanPPDB,sekolahyangdiselenggarakanolehPemerintah
Daerah tidak boleh:

a.menalnbahjumlahRombonganBelajar,jikaRombonganBelqiaryang
ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar

dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan;

dan/atau
b. menambah ruang kelas baru.
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Paragraf S

Pengu.muman Penetapan
pasal 26

(l) Pengumuman penetapan peserta didik bart sebagaimana dimaksud darame.a9al 
_2ao ayat (1) huruf d dilakukan n.*rai ieng.r, :"rr.-p."a"rt^.".dalam PPDB.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 27

(1) D-.aftar ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (r) huruf e
dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di iekolar.

(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewanguru yanq dipimpin _ oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melaluikeputusan kepala Sekolah.

(3) Pal.a hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belumdefinitif, maka penetap"t peserta didik baru dilakuka; 
"rii, f.;#*t y*rrg

berwenang.

(4) I(husus untuk sMK, dalam tahap peraksanaan ppDB sebagairnana
dimaksud dalam pasal 20 dapat meiakukan proses seleksi khusus yang
dilalrukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk memastikan
statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan
menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG

Pasal 28

(1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data
peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta
didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

(3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
memungut biaya.

BAB W

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah
kabupaten/kota, antar kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsi, atau
antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal
dan kepala Sekolah yang dituju.
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(21 Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui
Dapodik.

(3) Perpindahan peserta didik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) wajib memenuhi ketentuan persya-ratan PPDB dan/ atau sistem zonasi
yang diatur dalam Lampiran lI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

Peserta didik setara SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA atau
SMK di Indonesia setelah:
a. menyerahkan fotokopi ljazah atau dokumen lain yang membuktikan

bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan
jenjang sebelumnya;

b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;

c. surat rekomendasi ijin belajar dari direktur jenderal yang membidangi
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan Pendidikan menengah
untuk calon peserta didik baru SMA dan direktur jenderal yang membidangi
pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK; dan

d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang
dihrju.

Pasai 31

(1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di
SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:

a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan

b. lulus tes kelayakarr dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA

atau SMK yang bersangkutan.

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan
nonformal/ informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik'

BAII V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB
antar sekolah setiap tahun pelajaran
sesuai dengan kewenangannYa.

dal perpindahan Peserta
kepada Gubernur me lalui

didik
Dinas

(2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat

terkait pelaksanaan PPDB.

(3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran

melalui larnan hup: / / ult.kemdikbud. ao.id.
dalam pelaksanaan PPDB



Gubemur melalui Dinas melakukan
Sekolah yang diselenggarakan oleh
wilayahnya.
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Pasal 33

pembinaan dan pengawasan kepada
Pemerintah Provinsi dan masvarakat di

(1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ppDB.

(2) Dinas sesuai dengan kewena,gannya melaporkan pelaksanaan ppDB
kepada Kementerian paling lambat s (tiga) bulan setelah pelaksanaan ppDB.

Pasal 34

Pasal 35
Untuk kelancaran pelaksanaan PpDB bagi SMA
menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan ppDB.

dan SMK, Kepala Dinas

BAB VI

SANKSI

Pasal 36

Pemalsuan terhadap:

a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi Lidak
mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16; dan

c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenai
sanksi sesuai ketentuan peraturan pemndang- undangan.

Pasal 37

Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Dae rah tidak dapat
menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB
d.alam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
2l Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dicabut dan dinyatalan
tidak berlaku.
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Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur Lampung ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal t9 - 4

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

202r

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
oada tanseal , 2021

SEKRETARIS DAERAII PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR ...T.0....

Sali
HUKUM,

JNLANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19650905 199103 1004

Sesuai Aslinva
KF:



DAF"TAR SKOR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDBI

SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan Sesuai Aslinya
BIRO HUKUM,

LAMPIRAN I : PERATURANGUBERNURLAMPUNG
NOMOR :16 TAHUN 2021
TANGGAL:1e -4 - 2O2l

LANI, S.H., M.H.PUAD

NO TINGKAT
SKOR PERORANGAN SKOR BEREGU

JUARA 1 JUARA 2 JUARA 3 JI'ARA 1 JuARA 2 JUARA 3

1 Internasional 240 230 220 210 200 190

2 Nasional 180 170 160 150 140 130

3 Provinsi t20 110 100 90 80

4 Kabupaten/Kota 60 50 40 30 20 10

5 Hafiz A.l Qur'an dlberlkan skor 4O/&tz

Pembina Tingkat I
NIP. 19650905 r99103 1004

I

70



I-AMPIRAN II : PERATURAN OUBERNUR I^qMPUNG
NOMOR :16 TAHUN 202r
TANOGAL :19 - 4 - 2o2r

DAI TA'R ZOITA DAJ.A.u EELEXIII PEITERIIA.AI| PESERTA DIDIK BARU
SEXOLAII UEI{ENGIH ATAII TTEERI PROVII|EI III PI'NG

NO XASUPATE!'/ KOTA PUSAT ZOTYA I(ECA.UATAN WILAYAH ZOT{A

1 Bender l,smpung f SMAN I Bendar t mpung
Tanjuntks.rant Timur, Enggal, TanjungkaianS Puaat,
Kedamaian, Telukbetung Utara

2 SMAN 2 Bandar L€mpung
Teiungkareng Puset. Tar\iung Kaieng Berat.
Telukbctunt Utara, Engga.l, Kedaton, Telukbeturg
S€lataYt

3 SMAN 3 Bende.r LempunS
Tanjungkar&B Pusat, Taajung Karang Barat,
Telukbetung Uteia, Eoggsl, Kedaton, TetukbetunS
Seletan

4 SMAN 4 Bandar l,ampunS TelukbetunS S€latan, Telukbetung Utar4 Enggal,
Bumiwaras, Tarjun8kalsr8 Pusat

5 SMAN 5 Bandar Lompunt Suka!8rre, way HaliD, T8rjung S€neng, Sukabuei,
Keda$sian, Jati Agurg

6 SMAN 6 Bandar llmpung Panjarg, Bumiwaras, Sukabu.Ei, Kedamaian, Ketibung,
Merbau MatEram

7 SMAN 7 Baldar l,ampung
KcEriling, Tanjuntkarart Barat, Lantkapura, Rqjabasa,
Telukbetung Barat, Negeri Sald

I SMAN 8 Bandar tampung
Telukbetung Selatan, Tclukbetung Barat, Telukb€tung
Utara, Bumisaras, Telukbctung Tirnur, Tanjungka!'ang
Pusat, T. Karang Ba.rat

Tanjuntkarant Barat, Lantkapura, KeEiling,
Tanjungksrang Pusat, Kedaton, Labuhan Ratu,
TclukbctunE Sclatan, Telukbetunt Barat

l0 SMAN l0 Bsndar lampung
Tclukbetung Utara, Kcdamaian, Eotgal, Tanjungkarang
TiEur, PEljang, BuBiwaraa, Way Halio, Sukarame,
Sukabumi

1l SMAX 11 Bandar: La$pung Telukbetunt Tiou., Tetulbctung Sclatan, Telukbetung
Barat, Telut Pandan

12 SMAN 12 Bandar lrmpung Sukaramc, Way HaliB, Tanjull6 S.ncnE, gukabuBi,
Keds-Eaian, Jati Agun8, Tanjung Bintrlr8

13 SMAN 13 Bandar Lampung Rajabesa, Tenjung Seireng, Labuhen Ratu, Kemiling,
Irngkapura, Jati Atung, Nataa

14 SMAN 14 Bandar t ampung
Kemiling, Tanjungkarang Bsrat, Langkapura, R.qjabasa,
Telukbetung Barat, Natar, Neged Sahi

15 SMAN 15 Bandar Lampung Tanjunt Scncng, l,6buhan Ratu, Rajabasa, Way Halim,
Suka-rame, Jati Atun6

16 SMAN 16 Bandar tompung
T- l(arang Ba.rat, Langkapura, KeBilin& Tar\iungksreng
Pusat, Kedaton, tabuhan Ratu, Tclukbctuag Sclat6n,
Telukbetung Barat

17 SMAN 17 Bandar l,ampung P6nj6ng, Sukabumi, Bumirearao, KodatEaian, Mcrbau
Mataram, Ketibung

2 lampung Selatan 1 SMAN l Natar Kec. Natar

2 SMAN 2 Natar Kec. Natar, Kec. Jatiaguot, Kec. Tegineneng , Kec. Metro
Kibang

3 SMAN I Jati Atung Kec. Jati Agung, Kec. Tanjung Sari d8n Kec. Sekampung
udik

4 SMAN l Tanjungsari Kec. Tanjung Sari, Kec. Tanjung bintang, Kec. Jati Agung,
Kec. Waway Karya LardtiE, Kec. Sekampung udik LamtiE

5 SMAN r TanjunS Brntang Kec. Taqiung Binteng, Kec. Tanjungea.i den
Kec. Merbau Matara.o

9 SMAN 9 Bandar tampung



XECAuATAI{ VTILAYAII ZOIIANO I(ABUPATEN/ I(OTA PUAA? ZOITA

6 SMA]'I I Merbeu Matatem
Kec. Merbau Matsis$, Kec. Way Sulan, Kec. Katibung,
I(ec. Tenjung BintanS, dan Kec. Waway Karya

ul

Kec. Katibung, Kec. Sidoorutyo, dan Kac. Merbau
Mataram

7 SMAN l Natibung

Kec. Way Sulan dan Kec. wawAy Karya lmpungTimurI SMAN 1 Way Sulan

Kec. Candipuro, Sidomulyo, Way Ponji, Way Sulan dan
Kec. Jabung Laspung Timur,9 SMAN l Candipuro

Kec. SidoEulyo, Ncc. Candrpuro, Kcc. l(atjbun6, Kcc. way
Panji dan Kec. Kalianda10 SMAN l Sidomulyo

Kec. Kalianda, Kec. Penengahan, IGc. Rajabasa,dan Kec.
Way Panji

11 SMAN I Kalianda

Kec. Katiand& Kec. Penengahan, lGc, R{abasa, Kec
Palas dan Kec- SidoBulyo

12 SMAN 2 Kalianda

Kec- Penengahan dan Kec. Palaa13 SMAN l Pencntahan

14 SMAN I Palas Kec. P6lao, Kec. way P6nji d6n Kec. Sraai

Kec. Sragi, Kec. Palas, K€c. Penengahan, Kec. Ketapang15 SMIN l Sragi

i6 SMAN l Rajabesa
Kec. Kali.snda, Kec. Pencngahan, Kec. RAiabaea den Kcc
Bakauhcni

Kec, Kotapang, Kcc. Bakauheni,

l8 SMAN I Bakauheoi Kcc, Bakauhcni, Kcc. PencngEtran, Kec. Ketapang

1 SMAN I Gedong Tataan Kec. Gedultg Tataan, Kcc. Negeri Katon, Kec. Gading Rejo

2 SMAN 2 GedonB Tataan
Kec. Gedung Tataei, Kec. Keoiling, Kec. GadinS Rejo,
Kec. Negeri t(aton, Kec. Way Lima

3 SMAN I Kedondong
lGc. Itedondong, Kec. Way Lima (Desa Cimanuk, Desa
Suka Mandi, Desa Way Harong) darr Kec. Way Khilau (

Dese Kububatu,

4 SMAN I Way Khilau
Kec. Way Kful,au, Kec. Ambarawa, Kec. Pardasuka, Kec.
Bulok

5 SMAN I Way Lima Kec. Way Liea, Kcc. Cedun8 Tataan, Kec. Gading Rejo

6 SMAN I Negeri Katon
Kec. Negeri Katon, Kec. Sukoharjo, Kec. Adilun'ih, Kec.

gineoeng

7 SMAN 2 Negen katon Kec. Negeri Katon, Kec. Tegineneng, Kec. Natar

8 SMAN l Titeoenent I(ec. Tegineneng, Kec. Natar, Kec. Negeri Katon, Kec.
Adiluwih, Kcc. Bangun Rcjo.

9 SMAN 2 Tigenenent Kec. Te8ifieneng, Kec. Negeri Katon, Kec. Natar, Kec
Adiluwih, Kec. Bangun Rcjo, Kec. Belri

10 SMAN 1 Padaig Cer8in Kec. Teluk Pandan, Kec. Teluk B€tuag Timur, Kec.
Padeng Cermin, Kec. Marga Pundui { Rrlau Pahaq'ang )

11 SMAN 2 Padant Cermain Kec. Ratai, Kec. Padant Cermin, Kcc, Kelumbayan Barat

3 Pesawaran

12 SMAN I Punduh Pidada
Kee. Punduh Pcdada, Kcc. M 'ga Punduh, Kcc. Padang
Cermin

l7 SMAN I Kctapang



!{o RAsUPATEN/I{OTA PUSAT ZOII KECATIATAT WILAYA.E ZOI{A

13 SMAN 2 Punduh Pidada
Kec, Punduh Pedada , Kcc. Marga t\rnduh, Kec
Kulutrbayan

4 Pringsewu I SMAN l Pringseq,u

2 SMAN 2 Pringscwu kingscwu, Cadingrcjo. Pagclaran, Sukoharjo

3 SMAN l Gadingrejo
Prinssewu,Gadingrejo, Gedongtataan, Negeri Katon,

4 SMAN 2 cadingrcjo
Pringo€wu Gadingrejo, Gedongtataa[, Neteri lGton,
Ambarawa

5 SMAN l tunbawara Ambarawa, Gadiflgrejo, Pringaewu, Pardaeuka, Pagelarai

6 SMAN 1PaSelaran
Pagelaran, Pringsewu, Pagclaran Utara, Pugung,
Ambarawa

7 SMAN l Sukoharjo Sukoharjo, Ban,.uma!, Adiluvrih, Kslirejo, Ne8en Katon

8 SMAN I Adiluwih Adiluwih, Sukoha.rjo, IGlirejo, Neteri Katon, Tedneneng

9 SMAN l Banyumas
Banlrumes, Psgelaran, Psgelaran Utefr. Sukoharjo,
Prings€wu

l0 SMAN l Pardasuka Pardasuka, Anbarawa, way Rilau, Kedongdong

5 Metro 1 SMAN l Mero Kcc. Mctro Timu.r, Kcc. Mctro Pusat, Met :o S.Latan, Mctro
Ba.rat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan

2 SMAN 2 Metro
Kec. Metto Batat, Kec. Mctro Seletsn, Kec. Metro Pusat,
Kec. Metro Tiour, Kec. Trtnudo, Metro KibaJrg

3 SMAN 3 Metro
Kec. Metlo Utara, fec. Matro Puset, Kec. PunSgua, Kec.
Kota G4ah, Kec. Trirauijo, Kec. Pekalongar

4 SMAI{ 4 Metio
Kec. Metro Ti4ur, Kec. Met o Pusat, Metro Sel,atert, Metro
Barat, Kcc. Batang Hari, Kcc. Pekalontan

5 SMAN 5 Metro
Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Utara, Kec. Metlo Barst,
Kec. Mctro Tinrur, Kec. Pekalongan, Kec. Trihurjo

6 SMAN 6 Metro

6 Lampung Tengah I SMAN l Bandar Su.abaya
Bandar Surabaya, Seputih Surabaya, Bandar Matarsm,
Dente t ladas

2 SMAN 1 Seputih Surabaya
S€putih Surabaya, Rumbia" BuBi Nabutg, Bsndar
Surabaya, Banda, Mataram

3 SMAN l Rumbia
Rumbia, Putra Rumbia, Seputih Surabaya, Seputih
Banyak

4 SMAN I Bumi Nabung Buoi Nabung, Rumbia, Scputih Surabaya,

5 SMAN l Way Seputih
Way S€putih, Seputih BanyaL, Bandar Matararo, Rrrrhbia,
S€putih Matqrqh

6 SMAN 1 Seputih Banyak
Seputih Banyak, Seputih Ra.qlan, Way S€putih, Putra
Rumbia, Rumbia, Raman Utara (t amtim)

7 SMAN 1 S€putih Rarlan Seputih Matarar!, S€putih Raman, Kotagqjah, S.putih
Banyak, Gunung Sugih, Remerr UterE-

8 SMAN 1 Kota Gajah
KotaSqjah, Punggur, Seputih Raqran, cunung Sugih,
R6man Utara Dan Batanghari Nuban lE Dtim

PrinSse\ru, Gadingrejo, Pagelaran, Sukohatjo.

Kcc. Mctro Scliatan, Kcc. Mctro Barat, MetJo TiEur, Kcc.
Metxo Kibang, Kec. Batang Hari Kec. Trimurjo



REC.AUA'f A'f WILAYAH ZOI{APUSAI ZOXAHO XABUPATEN/XOTA

Punggur, Kotaaqjah, Taimurjo, Metro Utara, Gunung
Sugih, BuEi Ratu Nuban9 SMAN lPulggur

Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, Belri, t\nggur, Metro utala10 SMAN I Triourjo

Gunung Sutih, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Terbangd
Beear, Arrak Tuha, Kotagqielt11 SMAN 1 Gunung Sugih

Anak Tuha, Gunung Sugih, Padang Ratu, S€putih Agung,
Bekri, Pubian12 SMAN r AneL Tuha

Padang Ratu, Selagai Lingga, Pubian, Anak Tuha, Bangun
Rejo, Anak Ratu {i13 SMAN 1 Padang Ratu

Pubian, Selagai Lintta, SendanS Agung, Padarg Ratu14 SMAN I Pubian

15 SMAN I Bandar Mataram
Bandar Mataram, Scputih MataraE, \ Iay Sepudh,
Rurobi,e

Seputih Materam, Seputih Raman, Bsnd6.r Mataram,
Terbangi Besar, way Pengubuan, TeruEatr Nunyai.

16 SMAN 1 Seputih Matsram

Terbanggi Besar, Terusan Nutryai, S€putih Agun8,
gcputjh Matar6.B, Way Pcngubuhan, Ounung Sugih,17 SMAN I Terbanggi Besar

S€putih Agung, Terbanggi Besar, Gunung sugih, Anak
Trrha, way Pengubuan

la SMAN 1 S€putih Agung

Terus€n Nunyai, Terbanggi Besar, way Pengubulan,
Seputih Mataram, T\rlang Bawang Tengah, Gedong
M

19 SMAN I Terussrt Nunyai

Anat Ratu Aji, Way Pengubuhan, Selagai Liogga" Pubian,
Dan Abung Selatan, Abung Semuli [Lu)

20 SMAN 1 Anak Ratu Aji

21 SMAN I Way Pengubuan
way Pengubusn, Terbenggi Besei, Tems6n Nunyai,
Abung Selatan, Abun8 S€muli, Dan SeEuli Raya

22 SMAN I KaIreJo
Ksrirejo, Brngun Rejo, SendenS Agung, Adi Luwih
(Print6ewu)

23 SMAN 1 Bangud Rcjo
Bangun Rejo, Bekri, Kaltejo, Anak Trrha, Adi LuFih
fPringB€wu), Tcgncncng (Pcsawaran)

24 SMAN I Sendang Agung
Sendang Agung, Selagai LinSga, Kalirejo, Pubian,
Banyumas (Pringseqru)

1 SMAl.l 2 Bangkunat Belimbing
Kec. Bangkunat, Pekon Bandar Da.lar!, Pekon Way Ha!u,
Pekon Pengekahan

2 SMAN I Bangkunat Ngaras, Kec. BenSkunat

3 SMAN I Bangkunat Betimbing Kec. Bangkunat Belimbing

4 SMAN l Ngambur Kec. Ngambur

5 SMAN l Pesisir S.Latan Kec. Pesisii selatan

6 SMAN 1 Pesisir Tengsh Kec. tkui Selatan, Kec. Pesieir Tengah, Kec, Way lkui

7 SMAN I KarJa Pcnggawa Kec. Karya Pcnttawa, Kcc. Way Krui

A SMAN l Pesisir Utara Kec. Pesisir Utara, Kec. Pulau Pisang.

7 Pesisir Barat

9 SMAN I lrmong Kec. I-emont, Kec. Pugunt Penentahan



no XA3UPATEN/ XOTA PUI'AT ZOI{A XECAXATAN WILAYAII ZONA

Mesuji Kec. Simpang PeoataJlg, K€c. Panca Jaya

2 SMAN 1 Tarjung Raya
Kec. Tanjung Raya, Kec. Me$tji Timur, Kec. Mesuji
Lampung

3 SMAN I Way Scrdang
Kec. way Serdan6, Kec. Way Kenanga Tulang Bawang
Balat.

4 SMAN I Mesuji TiBur Kec. Mesuji Timur, Kec. Tanjung Raya

5 SMAN r Mesuji Laopung Kcc. Mesuji lrmpun& Kec. Tanjung Raya

6 SMAN 2 Way serdang Kec. way Serdang

7 SMAN 1 Panca Jaya
Kcc. Panca Jaya, Kcc. Airnpafr6 PcEata'l6, Kcc. Tarrjun6
Reya

8 SMAN 2 Simpang Pematang Kec. SimDang Pematang, Kec. Way Serdang

9 SMAN I Rawajitu Utara Kec, Rawejitu Ut6.ra, Kec- Me8uji Timur

I I-empung Barat 1 SMAN 1 Liwa
Kec. Balik Bukit + Seblat, Hana-kau { Kec. Sukau ) +
Kembahang ( Kec. Batu Brak)

2 SMAN I Sumb€r Jaya
Kec. Sumber Jaya + Tribudi Sukur (Kec. Kebun Tebu) +

Dwikora (Kec. Bukit Ikmunint )

3 SMAN I Way Tenong
Pajsr Bulan, Pura L€ks6na, KaranB Agunt, Mut6r Narn,
Tanjung Raya [Kec. way Tenong) + Suka Jaya, Sindang
Paga.r Kec. Suabe. Jaya)

4 SMAN I Belalau
Kec. Belalau + Kerang ( Kcc. Batu Brak) + Balhu ( Kcc
Batu Ketulis)

5 SMAN l Sekincau Kcc. Sckincau + Mekar Sari ( Kec. Pat€r De*a)

6 SMAN I Sukau Kec. Sukau + Kab. OKU Selatan

7 SMAN 2 Way Tedong Kec. Way Tenong

8 SMAN 1 Kebuo Tebu Kec. Kebun Tebu, Kec- Gedung Surian

9 SMAN 1 Bandar Negeri Suoh Kcc. Bandar Ncgeri Suoh, Kec.Suoh

l0 SMAN I Batu Brak Kec. Batu Brak

11 SMAN 2 Liwa
Kec. Balik Bukit + Seblat, Hanakau ( Kec. Sukau ) +
Kembahang ( Kec. Batu Brak)

12 SMAN I Air Hitarn Kec. Air Hitam

13 SMAN I Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa

14 SMAN I LuEbok Seoinung Kec. Lumbok Seminung

15 SMAN 1 Batu Ketulis Kec. Batu Ketulis

10 tampung Utara 1 SMAN I Kotaburni Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung
Pckurun, Abung Kunang. Abung Timur,

8 1 SMAJI I Simpang Pematang



BICA'uATAN WII,JIYA'I ZOI(APT'SAT ZOIIAKABUPATElT/ROTA

Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Sungkai Jayq Abung
Timu!:, Bunga MayaDg, Sunckai Sclatan

2 SMAN 2 Kotabuni

Kotabumi Selatan. K0tabumi Kota, Abunc S€latan, Abung
Pekurun, Abung Kunang, Abung Ti6ur3 SMAM Kotabual

Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, AbunB S€liatan, Abunt
Pekurun, Abunt (unmt, Abunt Tiour4 SM/tl'{ 4 Kotabumi

Bukitkeitruning, Abung Tinggi, Gunung labuhan, SuEber
Jaya, Tanjuns Raia, Bsnjit5 SMAN l BUKITKEMUNING

Tsnjung Rsjs" Abung Tintd, Abung BaJat, Abung Tengah,
Abung Pekurun, Bukitleouning6 SMAN I ABUNG TINGCI

Tanjung Raja, Abung Tin8d, Abung Barat, Abung Tengah,
Abunt Pekurun, Bukitkentuning

7 SMAN 1 Tanjung Raja

a SMAI 2 Tanjung Raja
Bukitkcauning, Abung Tingsi, Tar{uns Raja, Abung
Barat, Sungkai Barat

9 SMAN 1 Abung Barat
Abung Barat, Sungkai Bs.rat, AbunS TingAi, Tanjung Raja,
Abung Tengah, Aiung Kunang, Sungkai J4ya

10 SMAN 1 Abung Tengha
Abung Tentah, Abung Barat, Abung l(unaag, Abung
Pekurun, Tanjung R4a

1f SMAN l Abung Kunang
Abung Kunsng" Abung Barat, Abung Tengah, Abung
Pekurun, KotabuEi Kota, Sungkai Jaya, KotabuEi
Selatan

12 SMAN 1 Abung Pekurun
Abung Pekumn. Abung Kunang, Abung Tengah,
Kotabumi Selatan, Selagai Lingga {larlt Teng}, Tanjung

a

13 SMAN I Abung Tiraur
Abung Seou.li, Abung Selatan, Abung Surakarta, Abung
Timur, Blambangan Pagar, Way Peotubuan

f4 SMAN 1 Abung Selatan
Abung SeEruli, Abung Selatan, Abung Su.a]<arta" Abung
Timur. BlaEbangan Pagal, Way Pcngubuan

15 SMAN I Abung Semuli
Abung Sel,atan, Abung SeBuli, Kotabumi Kota,
Blambalgan Pagar, Abung Timur, Kotabumi S€latan,
Anak Ratu A buan

16 SMAN 2 Abung Semuli
Abung Tinnur, Abung Semuli, Abung Suraka.rta, Abung
Sealata!, Kotabuo.i Kota, Kotabumi Utara, Muara

M

Sungkei Jaye, Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Abung
Barat, Abung Kunang, Sun8kai Barat, Sungkai S€latan

Sungkai Utara, Bunga Mayang, Hulu Sungkai, Sun8kai
Selatan, Sungkai Tengah

19 SMAN 1 Sungka.i SeLatan
Sungkai Selatan, Kotabumi Utsra, Suntkai Tengah,
Sungkai Ba.rat, Sungkai Jaya, Sungkai Utsra, Bunga
M

20 SMAN 1 Sungkai Barat Sungkai Barat, Abung Barat, Sungkai Jaya, Abung Tinggi,
Sungkai Seliatsn, Sungkai Tengah

2l SMAN l Hulu Sun8kai
Bunga Mayang, Sungkai Utara, Kotabusi Utar4 Sungkai
S€latan, Muara Sungkai, Abung Tiour

SMAN Bakti Mulya Bunga
Mayang

Muara Sungkai, Abung TlEur, Abung Surakarta, Bunga
Mayang, Tumijajar, Tulang Bawant Udik

23 SMAN 1 Bunga Mayang
Hulu Sungkai, Sungkai Utara, Sungksi Tengei, Kec, way
Xanan

24 SMAN Muara Surgkai Bunga Maysng, Sungkei UtEra, I(ot-abuEi Utera, SunSkai
Selatan, Muara Suntkai, Abunt Tiaur

1 SMAN 1 Tumijdar TumUajar, Tulang Baq,ang Udik, Tulang Bawarg Tengah11 Tulang Bawang Barat

2 SMAN 2 Tudijajar Tumijqjar, Tulang Bawang Udik, Tulang Baq'sng Tengai,
Terusan Nunyai, Abung SurakartE, Muara Suntkai.

NO

17 SMAN 1 Sungkai Jaya

18 SMAN I Sun8kai Utara



NO I(A.BUPATEIf / KOTA PUSAT ZO!{A I(ICAUATAIf UIJTYAII ZONA

3 SMAN 3 Tumtajar
Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Abung Surakarta,
Tcrusan Nunyal, Abung Scmuli, Muata Sungkal, Negeri
Besar.

4 SMAN 4 Trra{iajar
Turaijajar, Tr arrt Bat'ang Teotah, Abung Surakarta,
Teruson Nunyai, Abung S€muli.

5 SMAN I TrrLang Bawang Udik
Tulang Bawalg Udik, Muara Sungkai, Tulant Bawant
Tengsh, TuBijajer.

6 SMAN 2 Tulang Bawang Udik TulanS Ba\rang Udib T\rlang Bawang Tengah, Tumiiajar,
Muala Sungkai, Abuog Suiakarta"

7
SMAN 1 Tulang Bawang
Tengah

TuIanE Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, 'nrrEijajar

a
SMAN 2 Tuleng Bawang
Tengah

Tr ang Bawang Tengal, TuEijdar, Tulang Bawang Udik,
Menggalia, T€rusan Nunyai.

I SMAN 3 Tulang Baw8ng
Tcn6ah

hlang Bawang Tengah, TrrEijeiar, Tufang Bawang Udik,
Pagar DcEa.

lO SMAN I Pagar Dcwa
Pagar Dewa, lambu Kiban& Baqiar Baru, Banjar Margo,
Baqiar Agung, Menggala Titrur, Mengala-

l1 SMAN 1 Lsobu Kibang
tarbu Kiban& Gunung Terang, Way Kenanga, PaBar
Dewa, Gunung Agung.

12 SMAN 1 Way Kenanga
Way Kenargq, Gunung Agung, Gunung Terang, way
Serdang, Banjar Margo, Bsqiar Agung.

13 SMAN 1 Clununt Tcrant Gunung Terang, Gunung Agun& l"a,lbu Kibarg, Batu
Putih.

14 SMAN I Gunung Agung
Gunung Agung, GrErung Terang, Batu Putih,
l.embu
Kibang, Way Serdang.

l5 SMAN I Batu Putih Batu Putih, Gunung Agung, Negara Batin

t2 Ittrtang aawang I SMAN 1 Barjar Agung Banjar Agung, Banjar Baru, Banjar Margo, cedung Aji

2 SMAN t Banjar Baiu Pagar Dewa, Banjar Baru, Menggala Timur, Lambu
Kib6nA, Banjar Agung

3 SMAII 1 Banjar Margo Banjar Margo, Way Kenanga, Way Scrdang, Banjar Agung

4 SMAN I Dente Teladas Dente Teladas, Gedung Meneng

5 SMAN 2 Denta Teladas Dente Tcladas, Gedung Mcneng

6 SMAN I cedung Aji Gedung Aji, Banjar Aturlg, Pena\rd Aji, Meraksa Aji

7 SMAN 1 Gedung Aji Baru Gedung Aji Baru, Rawa Jitu Selatan, Rawa Jitu Utara

8 SMAN 1 ccdunt Mcncng Gcdung Mcncng, Dcntc Tcladas

9 SMAN I MeDgtsla Mengtala, Tulang Bawalt Tengah

10 SMAN 2 Mengtala Men88ala, Tulang Barrang Tentall, Terussn Nunyai,
Menggala Selatrn, Gedung Meneng

r1 SMAX 3 Mentta.la Mengga.la, Mengtala Timur, T\rtang Bawant Tengah

12 SMAN 1 Meraksa Aji Meraksa Aji, GedunS 4i, Penawar Aji



IIABUPATEII/XOTA PUSAT ZOI'A XECAUATATT WILAYAII ZONA

13 SMAN I Penawar Aii Penawar Aji, Meraksa Aji, Gedung Aji

14 SMAN 1 Penawar Tama Pcnawar Tama, Banjar Marto, Godunt Aji Baru

15 SMAN I Rapapitu Ralre Pitu, Merelsa {i. Penaurar Aji

16 SMAN 1 Rawajitu Selatan
Rawa Jitu Utaia, Rarua Jitu Selatan, Rawa Jitu Timur,
Gedunt Aji Baru

13 TanSgarIIug r SMAN 1 DKotA Agung Pematang Saqra, Semaka

2 SMAN 2 Kota AguDg
Semaka, Wonosobo, Bandar Negeri SeEong, Kota A€ung
Baaat

3 SMAN l Wonosobo
Wonosobo, Suoh, Bandar Ncge.i Semon& Kota AgunS
Barat, Kotaagung

4 SMAN l Semaka
Kotaatunt, Kotaatunt Ti8ur, Kotaatunt Barat, Ba$dar
Negeri Scmong, Wonosbo

5 SMAN I Pernatang Sawa
Kotaagung, Kotaagung Timur, Kotaagung Barat, Bandar
Negeri Semong, Wonosbo

6 SMAN l Sumberejo
Su.Eberejo, Gistirg, Pulaupanggun& Gunung Alip,
Talarrglradeng

7 SMAN l Talant Padant

A SMAN I Ounung Alip Talangradang, Suaberejo, Gunung Alip, Puguig, Gisting,
Pulauparrggung

9 SMAN 1 Pulau Panggung
Pulaupgiggung, Air Nqningan, Pugung, Talangradang,
Sumb€rejo

10 SMAN I AIR NANINGAN Air Naningan, Puts.u Panggung, Ulubelu, Suoh

1I SMAN l ULUBELU Ulubelu, Suoh

12 SMAN 2 ULUBELU Ulubelu, Suoh

13 SMAN l BULoR Bulok, Pardesuka, PugunS,

14 SMAN 1 CUKUH BAI.AX Limau, Cukuh Balak

15 SMAN 1 UMAU Cukuh Balak, Limau

16 SMAN 1 KELUMBAYAN BANAT Kelumbayan, Keluorbayan Barat

Kelumbayan Barat, lGlumbaya!, Padang Cermin

l4 Lglmpung Timur 1 SMAN l Sukadana Suladana, M argatige, hrrbolinggo,Bumi Agung

2 SMAN MaigatiF Margatiga, Bumi Agung,Sekampunt,Sukadana

3 SMAN Pekalongan Pekalootan, Suka.raja Nuban, Metro Utara, t\rngtur

4 SMAN l Purbolinggo Purbolinggo, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana

!to

cunung Alip, cisting, Talangpadang, Sumberejo, Pugunt

17 SMAN 1 KELUMBAYAN



xo IqAUPATEX/KOTA PUAAT ZOIIA XDCAUATAJ' WILIYAIT ?'NA

5 SMAN I Rsman Utara
Raman Utara, Eiatalghati Nuban, Purbolint8o,Seputih
banJrak, S€putih Raanan

6 SMAN I Way Burrgu! Way Bungur, Purbolinggo,Sukadana, Seputih banyak

7 SMANI Bataaghari Batenghari, sekamDung.Metro Kibang.Metro Timur

8 SMAN I Kibang
Metro Kibang,Batanghari,Sekaopung,Metxo selatan,
Natar,Jati Agung

9 SMAN l Sckampung Sckampung, Bumi Atun& Margatiga

10 SMAN 2 Sekampuag Seka.6pung, Batanthsri,Matgatiga,Kibang,Bumi Agung

11 SMAN 1 wsy Jepsrs Way Jepar:a, Braja Selebah,Labuhan Ratu. Mataram Baru

12 SMAN I Labuhan Ratu l-abuhs, Ratu, Way Jepara, $!kr.lana, Braja Selebah

13 SMAN I Seka.Bpung Udik
Sekampung Udik,Bdr Sribhawono, Marga
SekaEpun&Waway Karya,Tj. Bintang

14 SMAN l Jabunt Jabung,Marga Sekampung Waway Ksrya,Candi Puto
l,aEpung Selatan

15 SMAN I Waway K6rJ.a
waway KarJ,e, Marga SekeEpun& Jebuu S€karnpung
udik

16 SMAN I Banda.r Sribhawono
Bsndar S.ibhawono, Matarad Ba.ru, Sekampung
Udik,M€linting

17 SMAN I Gurrunt PelindunB Gununt Petindun& Melintin& Pasir SaLti, Jabudg

l8 SMAN I Lab.Maringgai
L"abuhan Maringgai, Matarara Baru, Braja
S€lebah,Melinting

19 SMAN I Melinting
Metintiog, Bander Sribhawono, Mataram Baru, Labuhan
Maringtai,Gunung Peliaduog

20 SMAN I Pasir Salrti
Pasir Saki, CununS Pelindun& Jabun&L{buhan
Maringai,Seroai

15 Way Kanan I SMAN I Kasui
Kecamatan Kasui, Rebant Tangkas, Banjit, Dan
Blaobangan umpu

2 SMAN 2 Kasui Kecamatan [(asui, Rebang T€ngkas, Banjit, Dan
Blambangan Umpu

3 SMAN l Baradatu Keca.Eatan Baradatu, Gunung Labuhan, Negeri Agung,
Banjit, Da! Blambargan Umpu

4 SMAN 1 Blambangan Umpu
Kecamatan Blanbangan Umpu, Ka8ui, Baradatu, Netori
Agung, Way Tuba, Umpu Sem€nguk

5 SMAN 2 Blambaagan Uorpu
Kecsrleten BlarEbeigen Umpu, Negeri Agung, Ba.radatu,
Kasui

6 SMAN I Barjit KecaEatar Banjit, Baradatu, Kaeui, Blalxtbangan Umpu

7 SMAN 2 Banjit Kccamatan Ba4iit, Kasui, Baradatu, Gunung t abuhan

E SMAN I Buay Bshuga Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga" Bumi Agung, Buay
Madang Timur

9 SMAN 2 Buay Bahuga Kecdratan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi fuung, Buay
Madang Timur



NO KABUPATEN/ KOTA KF'AMATAN WILAYAH ZONA

10 SMAN I Bumi Agung
Kecamatan Bahuta, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay
Madalg Timur

11 SMAN 1 Negara Batrn Kecamatan Negara Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar

12 SMAN 2 Negara Batin Kecamatan Negara Batin, Gunung Terang

1.3 SMAN I Negeri Agung
Kecamatan Negeri Agung, Gunung t abuhan, Baradatu,
Umpu Semenguk, Hulu Sungkai, Bahuga Dan
Blambangan Umpu

14 SMAN 2 Negeri Agung
Kecamatan Negeri Agung, Gunuog Labuhan, Baradatu,
Umpu Semenguk, Hulu Sungkai, Baluga Da,
Blamba.ngan Umpu

15 SMAN I Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Dan Negara Batin

16 SMAN 2 Negeri Besa-r Kecanatan Negeri Besa.r Dan Negara Batin

17 SMAN I Gunung l,abuhan
Xecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Bukit
Kemuning, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Sungkai
Utara, Hulu Suntkai

18 SMAN 2 Gununt Labuhan
Kecamatan Gunung t abuhan, Kecafiatai Bukit
Kemuning, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Sungkai
Utara, Hulu Sungkai

19 SMAN I Pakuan Ratu Kecamatan Bahuga, Pakuan Ratu

20 SMAN I Rebang Tangkas
Kecamatan RebaJrg Tangkas, Kasui, Perbatasan
Blambangai Umpu, Umpu Semenguk Dan Buay Pemanca

21 SMAN 2 Rebang Tangkas
Kecamatan Rebang Tangkas, lGsui, Perbatassn
Blanbangarl Umpu, Umpu Semenguk Dsn Buay Pemanca

22 SMAN I Way Tuba Kecamatan Way Tuba, Blafibangan Umpu dan Kec
Kotabaru Selatan (Oku Timur)

23 SMAN I Gedung Harapan
Kecamatan Negeri Agung, Gunung Lsbuhan, Baradatu,
Umpu Semenguk, Hulu Sungkai, Bahuga Dan
Blambairga, Umpu

24 SMAN 3 Blambangan Umpu
KecaJuatan Blambanganumpu, Iksui, Baradatu, Negeri
Agung, Way Tuba, Umpu Semenguk
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